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ABSTRACT

Technology is present and developing to facilitate all matters, including in
matters of government. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial
Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has carried out modernization of the
bureaucracy by presenting a Computerized Land Office based onweb (KKP-Web).
The development of KKP is a foundation for the Ministry of ATR/BPN in
implementing land services electronically mainly in the context of carrying out
electronic-based land registration.

This paper will explain the digital transformation that has taken place at the
Ministry of ATR/BPN to the preparations made by the Ministry of ATR/BPN
towards electronic-based land registration. Starting with the issuance of
Ministerial Regulation (Permen) ATR/KBPN No. 1/2021, but there were problems
so that it could not be realized and various corrective steps were taken by issuing
Permen ATR/KBPN No. 3/2023. It was also explained that the KKP-Web become a
land registration system that accommodates the need for electronic-based
registration and the extent of cross-sectoral collaboration in the framework of
preparation for electronic-based land registration.

The research was conducted using qualitative methods. Data tracking is done
by interview, observation, and document study Not only that, various secondary
data were obtained by the author from sources and searches on the internet media.

The results of the study show that globalization influences the Land
Administration System (SAP) for the management and determination of policy
directions in the land sector. In line with this, the Ministry of ATR/BPN is preparing
electronic land registration using the KKP-Web, but from a formal and material
perspective it is not fully in accordance with the applicable regulations. The
issuance of these electronic documents originates from media-transferred
documents, however, the media-transfer procedures made by the Ministry of
ATR/BPN are not fully in accordance with applicable laws and if the
implementation of media transfer is not in accordance with applicable laws, it will
potentially cause problems in the future. Thus, the Ministry of ATR/BPN is
collaborating across related sectors to prepare for the implementation of
electronic-based land registration.

The readiness made by the Ministry of ATR/BPN to carry out electronic land
registration is still not fully perfect to be realized. It is necessary to review the
regulations and systems created by collaborating with cross-sectors, so that later
electronic-based land registration can be realized in Indonesia in accordance with
applicable laws and does not cause problems in the future.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Teknologi hadir dan berdampak besar pada pekerjaan yang dilakukan
orang dan organisasi (Kim dkk., 2021), termasuk dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Kolaborasi dengan teknologi informasi menjadi salah satu upaya
memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang diwujudkan
pada layanan publik yang efisien menggunakan teknologi yang ada
(Wilonotomo & Aji, 2018). Peningkatan pelayanan publik dapat dimulai dengan
proses modernisasi birokrasi. Sebelum lahir Perpres No. 95/2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dikenal dengan istilah Electronic
Government (E-Gov) (Indrajit, 2006). E-gov merupakan transformasi
menggunakan teknologi yang berkaitan dengan masyarakat, bisnis serta
pemerintahan (Kadir, 2014).

Sistem administrasi pertanahan merupakan infrastruktur yang berperan
penting dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pertanahan baik di negara
maju maupun berkembang. Sayangnya sebagian besar negara berkembang
memiliki kekurangan dalam kapasitas untuk mengatasi masalah salah satunya
administrasi pertanahan. Permasalahan ini tidak sederhana karena kompleksnya
paradigma administrasi pertanahan dan kurangnya pembangunan jangka
panjang dalam mengembangkan infrastruktur kelembagaan (Enemark, 2003).
Administrasi pertanahan didorong untuk berubah menuju infrastruktur yang
memungkinkan untuk menerapkan kebijakan dan pengelolaan pertanahan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan (Williamson dkk., 2010).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badam Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) telah melaksanakan modernisasi birokrasi dengan menghadirkan
Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Proses transformasi KKP dimulai
dengan pembangunan KKP Desktop, kemudian penambahan fitur geo-referensi
(Geo-KKP), dan terakhir KKP berubah menjadi berbasis web atau disebut (KKP-
Web) (Mustofa dkk., 2018). Pengembangan tersebut menjadi pijakan

Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan layanan pertanahan secara



elektronik (Marryanti & Nurrokhman, 2019). Melalui Permen ATR/KBPN No.
5/2017 telah disebutkan berbagai layanan informasi pertanahan secara elektronik
(Fitrianingsih dkk., 2021).

Salah satu hasil dari layanan pertanahan berbasis elektronik adalah
Layanan Hak Tanggungan Secara Elektronik (HT-el) yang dapat mengurus
sertipikat Hak Tanggungan dengan lebih cepat dan praktis daripada pengurusan
Hak Tanggungan Konvensional (Sagari & Mujiati, 2022). Selain Layanan HT-
el, transformasi pelayanan pertanahan juga berpengaruh terhadap proses
digitalisasi warkah pertanahan yang membantu percepatan penyelesaian
pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat konvensional.
Pemanfaatan warkah digital ini memberikan manfaat pada pelayanan HT-el
(Mooduto dkk., 2021).

Sejalan dengan pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan, pada
tahun 2023 Kementerian ATR/BPN berencana akan meluncurkan sertipikat
tanah yang sebelumnya berupa kertas menjadi dokumen digital. Pada Rapat
Kerja Nasional (Rakernas) 7 Maret 2023, Kementerian ATR/BPN
menyampaikan akan menerbitkan sertipikat tanah elektronik mulai April 2023.
Pemberlakuan sertipikat elektronik ini diatur dalam Permen ATR/KBPN No.
1/2021 tentang Sertipikat Elektronik (Sertipikat-el) (Anisah, 2023). Sertipikat-el
merupakan arsip elektronik yang merekam data dan/atau informasi pemegang
hak, yuridis, dan fisik suatu bidang tanah baik diciptakan secara elektronik (born
digital) maupun hasil alih media (reborn digital) sebagaimana penjelasan
Permen ATR/KBPN No. 1/2021 Pasal 4 ayat (3) dan Perka ANRI No. 6 Tahun
2021 Pasal 1 Poin 3 (Wulan dkk., 2022).

Lazinger & Tibbo (2001) menjelaskan bahwa koleksi arsip digital
dibedakan menjadi dua kelompok yakni koleksi arsip hasil digitalisasi dan
koleksi arsip yang lahir dalam bentuk digital (born digital). Hasil akhir
Sertipikat-el yang diciptakan secara born digital maupun reborn digital berupa
dokumen elektronik. Jika semua proses dan infrastrukturnya memenuhi

persyaratan perundang-undangan (formil dan materiil), maka dianggap sah



sebagai alat bukti (digital evidence/Electronic evidence) dan tidak
dikesampingkan dalam persidangan (Salim dkk., 2022).

Dari segi formil, sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang (UU)
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Sertipikat-el adalah alat bukti yang
sah di mata hukum sesuai dengan Pasal 15 UU No. 8/1997, Pasal 147 dan Pasal
175 Poin 3 UU No. 11/2020, Pasal 49 ayat (10) PP No. 28/2012, serta Pasal 5
ayat (1) Permen ATR/BPN No. 1/2021. Hal ini diperkuat dengan Pasal 5 ayat
(2) dan Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen
elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik adalah perluasan dari
alat bukti yang sah (Khasanah, 2021). Dengan demikian, maka Sertipikat-el baik
yang berasal dari born digital maupun reborn digital dapat digunakan sebagai
alat bukti, yang membedakan adalah saat penyajian informasinya khususnya
pada saat persidangan (Wulan dkk., 2022).

Alih media sertipikat tanah analog menjadi Sertipikat-el memerlukan
regulasi dan pengaturan lebih lanjut, baik dari sisi keamanan dan keabsahannya,
apabila nantinya dijadikan alat bukti di pengadilan (Khasanah, 2021). Terdapat
beberapa aspek dari segi materiil yang harus dipenuhi sehingga Sertipikat-el
dapat dijadikan sebagai digital evidence seperti keotentikannya, keutuhannya,
ketersediaannya, dan dibuat dengan sistem elektronik yang sesuai dengan UU
ITE (Wulan dkk., 2022).

Sertipikat-el dianggap asli atau otentik jika salinannya dapat dipercaya
karena isi, struktur, dan konteksnya sesuai dan tidak berbeda sedikitpun dengan
aslinya. Syarat materiil berupa keutuhan atau integrity berarti bahwa informasi
yang ditampilkan tidak dapat dikurangi atau ditambahkan. Jika terjadi perubahan
informasi pada Sertipikat-el, maka harus dilakukan dengan prosedur tertentu
sesuai dengan perundangan yang berlaku. Sertipikat-el akan diterbitkan dengan
dibubuhi tanda tangan elektronik dan barcode sebagai bukti verifikasi atas
keutuhan dan autentifikasinya. Syarat ketersediaan atau availability dianggap
mampu terpenuhi jika dapat diakses oleh pihak yang berwenang mengaksesnya
setiap waktu. Lebih lanjut sistem Sertipikat-el harus dikelola dan diciptakan
sesuai dengan UU ITE dan PP No. 71/2019. Sistem pada pembuatan Sertipikat-



el harus melalui proses yang panjang dimulai dengan mendaftarkan ke
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu harus dilakukan uji
kehandalan dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN) dan diaudit oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) yang bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
(Wulan dkk., 2022). Disimpulkan bahwa aspek materiil belum terpenuhi
seutuhnya pada infrastruktur Sertipikat-el. Terdapat banyak kekurangan dalam
aspek ketersediaan dan belum dapat dipastikan apakah sistem Sertipikat-el
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku termutama UU ITE.

Pensertipikatan tanah secara elektronik telah dilaksanakan di berbagai
negara, salah satunya di Filipina. Proyek Komputerisasi Sertipikat Tanah atau
Land Titling Computerization Project (LTCP) telah diluncurkan sejak 2008 dan
memiliki tujuan utama untuk menerbitkan keputusan pendaftaran, sertipikat hak
milik, dan dokumen pendaftaran yang cepat dan aman. Pada tahun 2018, LTCP
telah memindai, menyandikan, dan menyimpan sekitar 25 juta sertipikat tanah
dan 15 juta dokumen pendukung (Ortile, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa
bukti kepemilikan tanah dalam media kertas dapat dialihmediakan menjadi
dokumen elektronik oleh pemerintah melalui prosedur tertentu sehingga sah
menurut hukum (Salim dkk., 2022).

Tidak hanya Filipina, Estonia menjadi negara yang telah diakui secara
global atas keberhasilan usahanya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK) dalam menyediakan layanan publik dan mendorong
terciptanya E-gov. Selain itu terdapat sebuah aplikasi yang didukung oleh Sistem
Informasi Geografis (SIG) dan terhubung dengan X-Road, sehingga
memungkinkan aplikasi untuk menyediakan data real time kepada pengguna
(Katigbak, 2019). E-Land Estonia menjadi model yang patut dikaji oleh
pemerintah. Sistem tersebut memiliki hubungan dan fungsi yang baik dengan
instansi terkait lainnya dalam pemerintahan, sehingga mendorong keuntungan
efisiensi dan mengurangi biaya transaksi.

Di Sabah, Land Dealing Electronic Submission System (LaDESS)
menyediakan sistem permohonan dan transaksi digital (Untong, 2015). Sistem



tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Sabah Law Association (SLA) dan
Departemen Pertanahan dan Survei, Sabah. Di antara fitur-fitur sistem untuk
memastikan keamanan jual beli tanah dan untuk mencegah penipuan adalah
seperti firma hukum diharuskan menyiapkan dan mencetak formulir aplikasi jual
beli tanah, status jual beli tanah online, pemberitahuan SMS kepada pelanggan
tentang transaksi yang telah selesai, cetakan memo online slip, pencarian online
atas nama dan saham pemilik tanah serta pendaftaran juru tulis tanah (Mu, 2016).
LaDESS memiliki keamanan yang tinggi, sesuai standar internasional serta
aman dari peretasan (Oslan, 2016).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, negara yang telah
melaksanakan modernisasi birokrasi dalam bidang pertanahan melakukan
pengoptimalan pada sistem yang telah dimiliki dengan menyesuaikan aturan
yang berlaku dan teknis sehingga dapat mengamankan dokumen-dokumen
penting di dalamnya. Berbagai tahapan dan proses tentu telah dilalui oleh negara
tersebut, sehingga menghasilkan sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan
pemerintah dalam menyelenggarakan modernisasi birokrasi. Kementerian
ATR/BPN telah memiliki KKP-Web yang menjadi pintu dalam menjalankan
pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik. Mengingat sertipikat
merupakan alat bukti yang penting dimiliki oleh pemilik bidang tanah, maka
peluncuran Sertipikat-el harus disiapkan sebaik mungkin. Kementerian
ATR/BPN harus memenuhi standar pelayanan sesuai perundang-undangan yang
berlaku. Jika persyaratan utama (formil dan materiil) tidak dapat dipenuhi, maka
Sertipikat-el tidak berlaku di mata hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Kesiapan Menuju

Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah
Sistem administrasi pertanahan Indonesia telah mengalami banyak
perubahan khususnya dalam hal pendaftaran tanah. Pada tahun 1961

dikeluarkanlah peraturan terkait pendaftaran tanah yaitu PP No. 10/1961 yang



membangun sistem administrasi pertanahan berbasis desa secara sistematis.
Kemudian pada tahun 1997 diubah dengan terbitnya PP No. 24/1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Seiring perkembangan teknologi, lahirlah PP No. 18/2021
yang berfungsi untuk melengkapi PP No. 24/1997. Peraturan inilah yang pada
akhirnya mengusung wacana penguatan dan modernisasi sistem administrasi
pertanahan elektronik. Wacana tersebut semakin menguat didukung dengan
terbitnya aturan-aturan pendukung untuk menjalankan sistem pendaftaran tanah
yang lebih modern, karena Kementerian ATR/BPN merasa sistem yang telah
dibangun sejauh ini dianggap mampu menuju layanan pertanahan berbasis
elektronik.

Pada tahun 2023, Kementerian ATR/BPN merencanakan akan
menerbitkan Sertipikat-el. Sementara infrastruktur untuk menuju perubahan
tersebut belum memadai, bahkan belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dijelaskan dalam perundang-undangan. Jika persyaratan utama (formil dan
materiil) tidak dapat dipenuhi, maka Sertipikat-el tidak berlaku di mata hukum.

Oleh karena itu, menyiapkan seperangkat aturan hukum dan infrastruktur
Sertipikat-el dianggap sangat mendesak apabila Sertipikat-el harus dijalankan
dengan kesiapan yang belum sepenuhnya matang. Kesanggupan Kementerian
ATR/BPN dari segi formil dan materiil masih dipertanyakan. Hal tersebut perlu
ditelaah lebih jauh karena sertipikat tanah merupakan alas hak yang paling
penting atas aset masyarakat. Jika keberadaannya menjadi masalah dalam
pembuktian di pengadilan, maka konsekuensinya akan merugikan banyak pihak
dan menimbulkan banyak persoalan. Untuk memperjelas rumusan masalah
dalan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pertanyaan pokok untuk
memperjelas problem dan alur pikiran yang penulis usulkan:

1. Bagaimana perkembangan yang terjadi dalam bidang pendaftaran tanah dari
waktu ke waktu?

2. Bagaimana kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam merencanakan
pendaftaran tanah berbasis elektronik?

3. Bagaimana sistem KKP-Web dapat mengakomodir kebutuhan Kementerian
ATR/BPN untuk menghasilkan Setipikat-el?



4. Bagaimana koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menuju Setipikat-

el?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a) Menganalisis transformasi digital yang terjadi dalam pendaftaran tanah;

b) Menganalisis kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam merencanakan
pendaftaran tanah berbasis elektronik;

c) Menganalisis sistem KKP-Web dapat mengakomodir kebutuhan
Kementerian ATR/BPN untuk menghasilkan Setipikat-el ;

d) Menganalisis koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menuju
Setipikat-el .

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis
maupun praktis, yaitu:

a) Kegunaan akademis vyaitu memberikan informasi dan pengetahuan
tambahan tentang pendaftaran tanah berbasis elektronik serta Sertipikat-
el;

b) Kegunaan sosial yaitu menjadi gambaran realitas di lapangan tentang
pelaksanaan pendaftaran tanah yang semakin modern bagi masyarakat;

c) Kegunaan praktis yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian
ATR/BPN mengenai kesiapan sistem administrasi pertanahan dalam

rangka menuju pendaftaran tanah berbasis elektronik.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Beberapa negara di belahan dunia telah melakukan modernisasi sistem
administrasi pertanahannya seiring perkembangan zaman. Hal itu dilakukan
untuk menjawab tantangan zaman dan perubahan serta perkembangan teknologi
yang cukup pesat. Belajar dari pengalaman beberapa negara tersebut penting
untuk melihat bagaimana mereka memodernisasi dan membangun sistem
administrasi pertanahannya dalam kerangka menjawab perubahan zaman.
Beberapa negara tersebut diantaranya adalah Filipina yang telah menjalankan
Proyek Komputerisasi Sertifikat Tanah atau Land Titling Computerization
Project (LTCP). Proyek ini diluncurkan sejak 2008 dan memiliki tujuan utama
untuk menerbitkan keputusan pendaftaran, sertifikat hak milik, dan dokumen
pendaftaran yang cepat dan aman. Pada tahun 2018, LTCP telah memindai,
menyandikan, dan menyimpan sekitar 25 juta sertifikat tanah dan 15 juta
dokumen pendukung (Ortile, 2018).

Tidak hanya Filipina, Estonia menjadi salah satu negara yang telah diakui
secara global atas keberhasilan usahanya dalam memanfaatkan TIK dalam
menyediakan layanan pada masyarakat dan mendorong terciptanya E-gov.
Selain itu terdapat sebuah aplikasi yang didukung oleh SIG dan terhubung
dengan X- Road, sehingga memungkinkan aplikasi untuk menyediakan data real
time kepada pengguna (Katigbak, 2019). E-Land Estonia menjadi model yang
patut dikaji oleh pemerintah. Sistem tersebut memiliki hubungan dan fungsi
yang baik dengan instansi terkait lainnya dalam pemerintahan, sehingga
mendorong keuntungan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi.

Di Sabah, LaDESS menyediakan sistem permohonan dan transaksi digital
(Untong, 2015). Sistem tersebut merupakan hasil kerjasama dengan SLA dan
Departemen Pertanahan dan Survei, Sabah. Di antara fitur-fitur sistem untuk
memastikan keamanan jual beli tanah dan untuk mencegah penipuan adalah
seperti firma hukum diharuskan menyiapkan dan mencetak formulir aplikasi jual

beli tanah, status jual beli tanah online, pemberitahuan SMS kepada pelanggan



tentang transaksi yang telah selesai, cetakan memo online slip, pencarian online
atas nama dan saham pemilik tanah serta pendaftaran juru tulis tanah (Mu, 2016).
Selain itu, LaDESS aman digunakan karena memiliki tingkat keamanan yang
tinggi, sesuai dengan standar internasional dan aman dari peretasan. Meskipun
ada upaya oleh firma hukum untuk meretas sistem dan mengubah informasi, itu
tidak dapat diubah karena dokumen aslinya masih dalam kepemilikan
departemen (Oslan, 2016). Sistem Informasi Pertanahan Sabah (SALIS)
menyimpan data digital yang terintegrasi seperti informasi tekstual sertifikat
tanah, informasi transaksi tanah, informasi pendapatan tanah, paket kadaster
grafis, dan orthophotos. Sistem tersebut mencakup Sabah Digital Cadastral
Data Base (DCDB) yang terdiri lebih dari 560.000 bidang tanah dalam negeri
(Untong, 2015). Dengan informasi pertanahan yang komprehensif dengan
integritas tinggi dalam jangkauan akan mempercepat program pembangunan
yang melibatkan masalah pertanahan, keputusan yang terinformasi dapat dibuat
dalam waktu yang lebih singkat dengan pengurangan hambatan.

Moussa (2021) melakukan penelitian terhadap bukti digital dalam
persidangan pidana di Uni Emirat Arab (UEA) dengan metode pendekatan
deskriptif dan analitik dalam berbagai aspek. Selain itu pendekatan komparatif
digunakan untuk membandingkan antara undang-undang UEA dan apa yang
telah dicapai terkait dengan kejahatan di dunia maya. Pada penelitian ini
didapatkan hasil bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi agar bukti
elektronik dapat dianggap sah yaitu: (1) bukti elektronik harus diperoleh secara
sah berdasarkan izin tertulis dari pejabat penyidik yang berwenang dan (2) harus
diverifikasi validitasnya oleh pakar ilmu komputer dan teknologi informasi.

Katigbak (2019) dalam penelitiannya mencoba menjelaskan peluang serta
tantangan yang dihadapi olen LTCP atau Proyek Komputerisasi Sertifikat Tanah
di Filipina. Penelitian ini menjelaskan bahwa LTCP telah membantu
administrasi pertanahan menjadi lebih efektif. Proyek ini menjadi salah satu
upaya pemerintah Filipina untuk memanfaatkan teknologi digital sehingga
masyarakat dapat merasakan efisiensi waktu, transparan, serta merasa nyaman.

Kesiapan sistem ini masih harus disempurnakan dan diperbaiki lagi untuk



memaksimalkan manfaat LTCP. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
pemangku kepentingan Filipina haru mengingat tiga hal yaitu: (1) negara maju
dapat dijadikan inspirasi namun bukan menjadi barometer untuk negara
berkembang; (2) mengubah sistem pemerintahan menjadi elektronik dalam skala
besar dianggap sulit karena kondisi yang selalu berubah; dan (3) keberhasilan
proyek berdasarkan pada partisipasi aktif pemangku kepentingan dan pihak yang
terlibat lainnya.

Arisaputra dkk. (2017) dalam penelitiannya terkait pendaftaran tanah di
Malaysia bagian barat dan timur menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat
yang menjadi korban penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi solusi
atas permasalahan yang ada, melakukan analisis terhadap sistem pendaftaran
tanah elektronik serta tindakan pencegahan penipuan. E-Tanah menjadi salah
satu solusi yaitu dengan mengubah sertifikat tanah berbasis kertas yang
didaftarkan secara manual menjadi berbasis elektronik dengan barcode dan
autentifikasi elektronik dengan tanda tangan digital. Bagi negara semenanjung
yang belum menerapkan e-Tanah, penerapan Secured Land Management System
(SELAMAT) atau Sistem Pengelolaan Lahan Aman sudah dijalankan. Sistem
ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penipuan transaksi pertanahan yang
masuk dalam sistem pendaftaran tanah terkomputerisasi. Siapapun yang
berurusan dengan unit pendaftaran tanah harus menggunakan SELAMAT
dimana sidik jari akan direkam dan kemudian dicocokkan informasi MYKAD
atau kartu tanda pengenal yang digunakan di Malaysia. Di Sabah, terdapat
sebuah sistem bernama LaDess yang bertujuan untuk memastikan keamanan jual
beli tanah dan aman digunakan karena memiliki tingkat keamanan tinggi sesuai
dengan standar internasional.

Studi-studi terkait modernisasi administrasi pertanahan dan persiapan
menuju Sertipikat-el di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang
memiliki konsen terhadap isu tersebut. Diantaranya studi (Tetama, 2023) dalam
penelitiannya terkait hukum sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik dengan
metode hukum normatif pendekatan peraturan menjelaskan bahwa teknologi dan

modernisasi sudah menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya berupa
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kertas menjadi elektronik. Pergeseran sistem ini menjadi wujud dari transparansi
serta efisiensi pelayanan publik. Regulasi yang ada harus diperhatikan dan tidak
boleh dikesampingkan. Namun, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)
justru menimbulkan disharmoni antar regulasi tentang pendaftaran tanah.

Andari & Mujiburohman (2023) dalam penelitiannya terhadap aspek
hukum layanan Sertipikat-el membahas tentang cela pada aspek hukum
Sertipikat-el dan prasyarat dalam pengimplementasian Sertipikat-el. Sejalan
dengan penelitian (D. Mujiburohman, 2021), terdapat hal yang diabaikan dari
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, dengan munculnya PP No.
18/2021 juga menimbulkan penafsiran ganda bahwa ada dua sistem pendaftaran
tanah baik secara elektronik dan analog yang terdapat pada PP No. 24/1997.
Penelitian ini juga menerangkan bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah
elektronik, setidaknya harus memenubhi tiga syarat diantaranya adalah keamanan
data pertanahan, validasi data pertanahan, dan dokumen elektronik.

Wulan dkk. (2022) dalam penelitiannya menjelaskan tentang infrastruktur
Sertipikat-el dan langkah yang dapat ditempuh Sertipikat-el agar tetap menjadi
tanda bukti Hak Atas Tanah (HAT) sehingga tidak dapat dikesampingkan ketika
pembuktian di persidangan. Sertipikat-el yang dapat dijadikan digital evidence
harus memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa
peraturan (formil) yang mengatur Sertipikat-el belum menerangkan secara detail
terkait tata laksana pendaftaran tanah secara elektronik. Dari segi sistem
elektronik (materiil), sistem harus mampu berjalan sebagaimana mestinya.
Sertipikat-el yang akan diterbitkan harus melalui serangkaian proses seperti
autentikasi dan verifikasi serta beberapa tahap lainnya yang harus dipenuhi
sebelum Sertipikat-el diterbitkan.

Mujiburonman (2021) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk
menganalisis aspek yuridis serta teknis Sertipikat-el dengan metode hukum
normatif pendekatan peraturan perundangan, mendapatkan hasil bahwa
pelaksanaan Sertipikat-el tidak berdasarkan pada UUPA serta peraturan
pelaksana lainnya, tetapi mengacu pada UU ITE dan UUCK. Dilihat dari aspek
lainnya, Sertipikat-el dianggap lebih terjamin daripada setifikat yang berupa
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dokumen kertas. Pembuktian dokumen elektronik juga dianggap bukan hal yang
mudah karena biasanya sudah dalam bentuk salinan.

Khasanah (2021) dalam penelitiannya terkait pembuktian hukum sertipikat
tanah elektronikmenerangkan bahwa sertipikat dalam perkara perdata masih
dipertanyakan keabsahannya. Sertipikat tanah elektronik akan dianggap menjadi
pembuktian yang sempurna di pengadilan jika dapat ditampilkan, diakses,
dipertanggungjawabkan, dan dijamin keutuhannya. Perlu dibuat peraturan yang
lebih spesifik untuk memberi kepastian hukum terkait sertipikat tanah
elektronik.

Yani & Syafiin (2021) melakukan penelitian tentang pengarsipan
elektronik sertifikat tanah dengan metode deskriptif analitis. Didapatkan hasil
bahwa pengarsipan sertipikat tanah secara elektronik sebagai alat bukti yang sah
banyak digunakan dalam perkara hukum. Dalam pengarsipan elektronik dapat
dilakukan dengan model pengarsipan digital signature dengan menyandingkan
isi dokumen dengan suatu algoritma kriptografi dan hasilnya disisipkan ke dalam
dokumen tersebut. Dokumen digital disimpan oleh BPN dan diberikan akses
kepada pemiliknya jika dibutuhkan.

Negara dkk. (2021) meneliti tentang sistem pengamanan sertifikat tanah
digital dengan menerapkan blockchain karena dianggap memiliki keamanan
tinggi sehingga mampu menjaga keamanan data. Namun jika diterapkan terdapat
disharmonis pada hukum dalam penerapan sertifikat tanah digital. Selain itu,
namun belum ada regulasi yang mengatur tentang sertifikat tanah digital.

Aborujilah dkk. (2021) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk
merancang teknologi berbasis blockchain untuk sistem pendaftaran tanah di
Malaysia menjelaskan bahwa selama ini proses pendaftaran tanah di Malaysia
memakan waktu dan dirasa rentan dengan kesalahan akibat human error. Selain
itu, ditemukan peningkatan jumlah kasus penipuan pendaftaran hak milik di
Malaysia. Teknologi blockchain hadir menjadi salah satu solusi pengelolaan
pemerintahan yang baik utamanya dalam administrasi pertanahan karena
menjamin transparansi dan efisiensi waktu. Namun, dijelaskan juga bahwa

terdapat kekurangan dalam penggunaan teknologi tersebut seperti kesulitan
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dalam mengimplementasikan teknologi blockchain dan kurangnya ketahanan
terhadap serangan pada keamanan sistem. Perlu dikaji lagi persoalan apa yang
ada pada sistem pendaftaran tanah di Malaysia.

Secara umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdiri diatas kajian-
kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya penelitian ini
diharapkan dapat semakin memperjelas sejauh mana kesiapan Kementerian
ATR/BPN dalam menerbitkan Sertipikat-el. Pembuatan Sertipikat-el tidak
terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, sehingga peneliti melakukan penelitian

lintas sektor pada beberapa instansi terkait.

B. Kerangka Teoritis

Pada setiap negara berkembang, akan mengalami dampak yang berbeda-
beda pada perubahan yang dialami, tidak hanya dipengaruhi faktor geografis
namun juga pada kapasitas adaptasi tiap negara (Mertz dkk., 2009). Dalam
konteks land governance, diartikan sebagai kemampuan untuk mengatasi
kebijakan pertanahan yang berpengaruh pada jenis, besar, dan frekuensi dampak
yang ada di masa depan. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa sistem
administrasi pertanahan bersifat konvensional (Pinuji, 2020).

(Enemark, 2004) merumuskan dalam Land Management Paradigm bahwa
kebijakan pertanahan harus bersifat adaptif dan berorientasi pada pembangunan
berkelanjutan. Banyak negara berkembang mengalami kesulitan dalam
menerapkan kebijakan pertanahan dan sistem administrasi pertanahan
berkelanjutan karena kurangnya infrastruktur informasi pertanahan yang
memadai.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pertanahan
pada negara berkembang harus mampu bersifat adaptif menyesuaikan
perkembangan zaman agar tidak berkutat pada permasalahan klasik (Pinuiji,
2020). Hal tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam
melaksanakan pelayanan pertanahan yang kini beranjak dari yang semula

konvensional menjadi modern.
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1. Administrasi Pertanahan

Administrasi Pertanahan menurut Murad (2013) merupakan usaha
suatu organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pada
bidang pertanahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sebuah tujuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Enemark (2005) menjelaskan bahwa sistem administrasi pertanahan
merupakan infrastruktur penting yang memfasilitasi implementasi kebijakan
pertanahan baik di negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan
pengelolaan pertanahan dapat digambarkan dalam tiga komponen yaitu
kebijakan, infrastruktur informasi, dan infrastruktur administrasi pertanahan
guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Administrasi pertanahan
terdiri dari berbagai sistem dan proses untuk mengelola: (1) Penguasaan
tanah; (2) Nilai tanah; (3) Penggunaan tanah; dan (4) Pengembangan tanah.
Ada tiga hal penting dalam administrasi pertanahan, yaitu pemilikan dan
penguasaan tanah (land tenure), penggunaan tanah (land use), dan informasi
nilai tanah (land value) (Williamson, 2001)

Paradigma informasi berfungsi untuk memfokuskan desain SAP pada
informasi bagi pembuat kebijakan yang mencerminkan pengalaman
komputerisasi lembaga administrasi pertanahan setelah tahun 1970an. Fokus
pada infromasi tersebut tetap ada namun jenis serta kualitas informasi yang
dibutuhkan untuk keadaan modern telah berubah. Sehingga, kebutuhan untuk
mengatasi maslaah pengolahan tanah secara sistematis mendorong desain
SAP menuju infrastruktur yang memungkinkan untuk implementasi
kebijakan pertanahan dan strategi pengelolaan lahan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pengolahan tanah dapat dijelaskan
pada tiga komponen vyaitu kebijakan pertanahan, infrastruktur informasi
pertanahan, dan fungsi administrasi pertanahan (Williamson dkk., 2010).

SAP akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan, termasuk di
Indonesia. Pada tahun 2010, BPN meluncurkan sebuah sistem administrasi
pertanahan yang dikenal dengan nama KKP, yang merupakan perubahan dari

Land Office Computerization (LOC) yang diterapkan di tahun 1997 (Pinuji,
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2016). Muncul berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari tidak
efisiennya administrasi pertanahan salah satunya adalah kurangnya
transparansi informasi pertanahan (Arisaputra dkk., 2017). Menjawab
tantangan tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan perubahan layanan
pertanahan agar informasi pada publik lebih luas, maka KKP Desktop
berubah menjadi KKP-Web (Salim dkk., 2022).

. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan pemangku
kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk mengumpulkan data tentang
pertanahan di suatu wilayah guna memberikan kepastian hukum pada
pemegang HAT (Harsono, 2008). Pendaftaran tanah menjadi bagian dari
mekanisme pemerintahan dalam upaya mewujudkan administrasi kenegaraan
(Simpson, 1976)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/1997 mengatur terkait tata cara
pendaftaran tanah di Indonesia yang hingga saat ini menjadi dasar
pelaksanaan pendaftaran tanah. Kementerian ATR/BPN memiliki tugas
dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah dan pemegang hak wajib
mendaftarkan tanah yang dimiliki. Oleh karena itu, pendaftaran tanah untuk
pertama kali dilakukan baik secara sistematis maupun sporadik. Pendaftaran
tanah secara sistematis dilakukan dilakukan secara serentak pada daerah yang
ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan pendaftaran tanah sporadik merupakan
pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara mandiri berdasarkan
permintaan pemohon (Sangsun, 2007). Proses pendaftaran tanah akan
melahirkan sertipikat tanah yang nantinya memberi kepastian hukum pada
pemegang hak (Mustafa, 2004).

Pada tahun 1994 hingga 2009, BPN menjalankan Proyek Administrasi
Pertanahan (PAP) yang bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi dan
pendaftaran tanah di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia dalam Eng
(2016), pada tahun 1994-2001 berhasil mensertifikatkan 1,9 juta sertipikat
tanah atau sekitar 270.000 per tahun dan pada tahun 2005-2009 berhasil
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mendaftarkan 2,4 juta sertipikat atau sekitar 480.000 per tahun. Sehingga,
berdasarkan data BPN pada tahun 2009 dalam (Eng, 2016), BPN berhasil
meningkatkan pendaftaran bidang tanah menjadi rata-rata tahunan sebesar 3,3
juta bidang tanah selama 2005-2008, dimana 62% pendaftaran tanah
dilakukan atas kemauan pemilik dan 38% karena pelaksanaan Prona (Proyek
Operasi Nasional Agraria). Hingga pada tahun 2009, Bank Dunia
menghentikan kerjasama dengan BPN karena hasil dari PAP masih di bawah
ekspekrasi. Pada tahun 2013, BPN melaporkan bahwa berhasil

mensertipikatkan tanah sejumlah 27,5 juta bidang tanah.

. Perkembangan Komputerisasi Layanan Pertanahan

Sebagai institusi yang memberikan pelayanan publik, Kementerian
ATR/BPN senantiasa melakukan peningkatan kualitas pelayanannya. Salah
satunya melakukan migrasi layanan pertanahan dari sistem manual ke
komputerisasi dalam bentuk LOC (Baharudin dkk., 2017). LOC kemudian
terus dikembangkan hingga fase 2A. Pada periode fase satu dan dua, tidak
terjadi perubahan yang signifikan karena basis layanan yang masih terbatas
dan tidak semua kantor menggunakannya. Namun, pada phase 2B sistem
komputerisasi sudah jauh lebih modern (Syamsi, 2015).

LOC fase 2B kemudian diubah penyebutannya menjadi KKP berbasis
desktop pada tahun 2007 dengan menggunakan Local Area Network (LAN)
dan masih dimanfaatkan secara terbatas oleh kantor pertanahan (Syamsi,
2015). Perkembangan teknologi membawa transformasi pada layanan
pertanahan yaitu integrasi data spasial dalam satu peta tunggal, sehingga
dibangun sebuah sistem yang disebut Geospasial Komputerisasi Pertanahan
(GeoKKP). GeoKKP menjadi awal perubahan layanan pemetaan data spasial
serta perkembangan inovasi berbasis teknologi informasi di bidang
pertanahan (Salim dkk., 2022).

Pada tahun 2012, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) telah menyiapkan sistem

KKP-Web yang merupakan pengembangan dari KKP Desktop. Hal ini
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dilakukan agar informasi dapat dijangkau lebih luas dan bisa sampai ke pusat.
KKP-Web fokus pada pengembangan data yang dikelola Pusdatin
menggunakan jaringan internet serta akan memudahkan pusat untuk
melakukan kontrol atas kegiatan kantor pertanahan. KKP-Web telah relatif
lengkap untuk melayani masyarakat dalam pendaftaran tanah, sejak berkas
masuk ke loket hingga pemohon menerima sertipikat sudah terekam dalam
sistem KK-Web (Salim dkk., 2022).

. Autentikasi

Menurut Perka ANRI Nomor 20/2011, autentik adalah dapat dipercaya
dengan baik dan layak diterima berdasarkan fakta dan identik. Arsip yang
autentik merupakan arsip yang seluruh komponen isinya sesuai dengan
kondisi pada pertama kali arsip tersebut diciptakan oleh lembaga yang
berwenang. Sehingga yang dimaksud dengan autentikasi adalah proses untuk
memberikan tanda bahwa arsip tersebut sesuai dengan aslinya.

Autentikasi menjadi pintu utama dalam sistem informasi untuk dapat
memberikan akses layanan pada pengguna (Suling dkk., 2017). Keamanan
informasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan sebuah
sistem (Firdaus dkk., 2015) oleh karena itu pada tahap autentikasi harus
ditingkatkan agar dapat menanggulangi serangan siber (Saputra & Riadi,
2019).

. Pendaftaran Tanah Elektronik

Menurut Harsono (2007), pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dengan mengumpulkan
data di bidang pertanahan yang ada di sebuah wilayah dalam rangka
memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan
tanda bukti dan pemeliharaannya.

Menurut PP No. 18/2021, pendaftaran tanah dapat dilakukan secara
elektronik dan dilakukan bertahap melihat kesiapan sistem elektronik yang
dibuat Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya pada Permen ATR/KBPN No.
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3/2023 yang merujuk pada PP No. 18/2021, lebih lanjut dijelaskan bahwa
pendaftaran tanah menerapkan TIK melalui sistem elektronik. Hasil dari
sistem elektronik berupa data, informasi elektronik, dan dokumen elektronik
yang disimpan pada pangkalan data sistem elektronik.

Layanan berbasis elektronik di bidang pertanahan telah dilakukan pada
tahun 1997 melalui program LOC, kemudian berubah nama menjadi KKP.
KKP mengalami perubahan yang semula berbasis Desktop, kemudian diberi
penambahan fitur Geo-KKP dan terakhir berubah menjadi aplikasi berbasis
web yang disebut KKP-Web (D. Mujiburohman, 2021). Hasil pendaftaran
tanah elektronik berbentuk dokumen elektronik yang kemudian disahkan
dengan TTE, dan/atau dokumen yang merupakan hasil dari alih media
menjadi dokumen elektronik melalui validasi oleh pejabat Kantor Pertanahan
atau yang ditunjuk serta diberi stempel digital melalui sistem elektronik
(Silviana, 2021).

. Sertipikat Elektronik

Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 3/2023, Sertipikat Elektronik atau
biasa disebut Sertipikat-el yang diterbitkan melalui sistem elektronik dengan
bentuk dokumen elektronik, dimana data fisik dan yuridisnya telah disimpan
dalam Buku Tanah Elektronik (BT-el). Dari peraturan tersebut dijelaskan
bahwa tujuan dari penerapan Sertipikat-el untuk mewujudkan modernisasi
layanan pertanahan dan meningkatkan indikator kemudahan berusaha serta
layanan publik pada masyarakat.

Tujuan tersebut sejalan dengan pelaksanaan EoDB (Easy of Doing
Business) untuk kemudahan perpajakan, berusaha, jaringan listrik, perizinan,
dan lain sebagainya. Maka lokus EoDB yang mewakili pelaksanaan Sertipikat
Elektronik seperti lima Kantor Pertanahan di Provinsi Jakarta dan dua Kantor
Pertanahan Surabaya 1 dan Surabaya 2, kemudian secara bertahap akan
dilaksanakan di Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia (D. Mujiburohman,
2021).
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7. Dokumen Elektronik, Digitisasi, dan Digitalisasi

Berdasarkan UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 19/2016 dan Pasal 1 ayat (2) Permen ATR/KBPN No. 1/2021, dokumen
elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dengan bentuk digital, analog, atau sejenisnya, yang
dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik atau
sejenisnya.

Dokumen elektronik merupakan bentuk dokumen yang bertransformasi
menggantikan dokumen konvensional. Hal ini menjadi upaya pemerintah
untuk mengikuti perkembangan zaman. Peraturan terkait dokumen elektronik
akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan dari pemerintah
dan masyarakat dapat ikut mengontrol pekerjaan pemerintah.

Dalam rangka mengubah dokumen yang sebelumnya berupa kertas
menjadi digital, sejauh ini pelaksanaan yang terjadi di lapangan adalah
dengan melakukan scan data saja. Hal tersebut berarti arsip yang sudah di
scan dianggap telah melakukan digitalisasi. Sebenarnya jika yang dilakukan
hanya scan arsip, kegiatan tersebut disebut digitisasi (Haikal, 2022) dan dapat
disebut digitalisasi jika telah melewati proses autentikasi dari hasil scan
tersebut (PP No. 28/2012, Perka ANRI No. 9/2018, dan Perka ANRI No.
6/2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan dokumen
digital diawali dengan proses digitisasi melalui scan arsip, kemudian
digitalisasi dengan memberikan autentikasi pada hasil scan yang kemudian
menghasilkan dokumen digital atau elektronik.

Berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 3/2023, dokumen elektronik
merupakan informasi berbasis elektronik yang dibuat, dikirimkan, diteruskan,
disimpan, atau diterima dalam bentuk digital, optikal, elektromagnetik,
analog, atau sejenisnya, yang dapat ditampilkan, dilihat, dan /atau didengar
melalui sistem elektronik atau komputer, termasuk tetapi tidak terbatas pada
gambar,foto, tulisan, peta rancangan, suara, atau sejenisnya, symbol, angka,
tanda, huruf yang memiliki makna atau dapat dipahami orang yang mampu

memahaminya.
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C. Kerangka Kerja

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia telah mengalami modernisasi
mengikuti kemajuan teknologi. Sertifikat tanah yang sebelumnya berupa
dokumen kertas rencananya akan berubah menjadi Sertipikat-el dimana dalam
proses perubahan ini perlu adanya kesiapan yang matang dari Kementerian
ATR/BPN sebagai pemangku kebijakan. Kesiapan dari segi infrastruktur baik
dari aspek materiil maupun formil menjadi tantangan besar yang harus
diselesaikan. Karenanya jika persyaratan utama (formil dan materiil) tidak dapat
dipenuhi, maka Sertipikat-el tidak berlaku di mata hukum.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persiapan dari segi formil dan
materiil masih terus dilakukan. Perbaikan pada regulasi yang sebelumnya belum
dapat direalisasikan telah dilakukan dengan menerbitkan Permen yang baru.
Selain itu, dari segi materiil, Pusdatin Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan
aplikasi yang nantinya akan diintegrasikan dengan KKP-Web yang kemudian
akan digunakan untuk menerbitkan dokumen elektronik dalam rangka kegiatan
pendaftaran tanah.

Hal ini kemudian menimbulkan kesimpulan bahwa sebenarnya sangat
diperlukan adanya perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang matang.
Kesanggupan Kementerian ATR/BPN dari segi formil dan materiil masih harus
dilakukan agar keberadaan Sertipikat-el yang merupakan alas hak dapat menjadi
pembuktian yang sah di pengadilan dan tidak menimbulkan kerugian di
kemudian hari. Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran penulis dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:
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Sistem Administrasi Pertanahan
(TAP MPR 1X/2001, UUPA, PP 10/1961, PP 24/1997,
PP 18/2021, Keppres 34/2003)

A

Modernisasi Sistem Pendaftaran Tanah
(KKP Desktop, Geo KKP, dan KKP-Web)

v

Pendaftaran Tanah Elektronik

Y

Infrastruktur

N

Formil
(Regulasi)

Materiil
(Perangkat Elektronik)

UU No. 5/1960

UU No. 8/1997

UU No. 11/2008

UU No. 19/2016

UU No. 11/2020

PP No. 28/2012

PP No. 71/2019

PP No. 18/2021

. Perpres No. 95/2018

10.PMNA/KBPN No. 3/1997

11.Permen ATR/KBPN No. 3/2019

12.Permen ATR/KBPN No. 7/2019

13.Permen ATR/KBPN No.
16/2021

14. Permen ATR/KBPN No. 3/2023

15.Perka ANRI No. 20/2011

16.Perka ANRI No. 9/2018

CoOoNORWNE

Regulasi

v

Dokumen Elektronik

Y

A

Input:

1. Berkas Elektronik
2. Berkas Fisik

3. Digitalisasi

Proses:

1. Full Digital (born

digital)

2. Reborn Digital

Output:

1. Sertipikat-el

2. Dokumen
elektronik

Analisis Formil dan Materiil

A

Kesimpulan

Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Kerja

Sumber: Dibuat oleh Penulis
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan yang terjadi akibat berkembangnya teknologi dan informasi, turut
membawa pengaruh pada Kementerian ATR/BPN dalam bidang pendaftaran tanah.
Sebelumnya, alur pendaftaran tanah dilakukan murni secara konvensional dan
seiring berjalannya waktu, secara bertahap berubah dengan memanfaatkan media
elektronik. Tidak hanya pada alur pendaftaran tanah saja, dokumen hasil dari
pendaftaran tanah sebelumnya berupa dokumen analog kemudian rencananya akan
berubah menjadi dokumen elektronik. Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya
siap dalam menjalankan pendaftaran tanah berbasis elektronik dan penerbitan
dokumen elektronik karena persyaratan dari segi formil dan materiil belum dapat
dipenuhi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dari segi formil atau peraturan,
Permen ATR/KBPN No. 3/2023 sebagai peraturan terkait penerbitan dokumen
elektronik dalam pendaftaran tanah belum menerangkan terkait alur pendaftaran
tanah berbasis elektronik dan masih mengacu pada PMNA No. 3/1997. Selain itu
dari segi materiil, sistem dari KKP-Web yang rencananya digunakan untuk
menjalankan pendaftaran tanah belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan
Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan pendaftaran tanah berbasis elektronik.
KKP-Web harus melalui serangkaian proses dimulai dari pendaftaran, uji
kehandalan, dan lolos audit dari lembaga yang berwenang sebelum nantinya
digunakan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis elektronik serta
menghasilkan dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah di
pengadilan. Kementerian ATR/BPN telah berupaya melakukan kerjasama lintas
sektor dalam rangka menjalankan pendaftaran tanah berbasis elektronik yang

nantinya menghasilkan dokumen elektronik.
B. Saran

1. Untuk Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan regulasi atau petunjuk

teknis khusus pendaftaran tanah secara elektronik. Sehingga, alur pelaksanaan
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pendaftaran tanah berbasis elektronik memiliki dasar pelaksanaan yang jelas dan
tidak lagi mengacu pada PMNA No. 3/1997.

. Dari segi materiil, untuk menerbitkan dokumen elektronik yang dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, Kementerian ATR/BPN perlu
melakukan serangkaian tahapan salah satunya dengan mendaftarkan aplikasi
atau sistem yang dibuat pada Kominfo sebelum digunakan. Tidak hanya itu,
selain kerjasama dalam hal pembuatan TTE, Kementerian ATR/BPN juga perlu
melakukan pengujian sistem atau aplikasi pada BsrE untuk memastikan bahwa
sistem yang telah dibuat aman. Jika tidak dilakukan serangkaian proses di atas,
maka dokumen elektronik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan
atas tanah yang sah di pengadilan.

. Dalam melaksanakan digitalisasi warkah, proses alih media yang dilakukan
Kementerian ATR/BPN harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diterbitkan oleh ANRI. Jika tidak sesuai, maka digitalisasi yang dilakukan
tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Oleh karena itu,
perlu adanya sinkronisasi antaran Kementerian ATR/BPN dan ANR terkait
pembuatan pedoman melaksanakan digitalisasi warkah. Dalam pedoman
digitalisasi dokumen dan validasi data pertanahan yang dibuat Kementerian
ATR/BPN pada 2019 dan 2023 menyatakan bahwa lembar kosong termasuk
halaman belakang tidak dilakukan alih media. Hal tersebut bertentangan dengan
kaidah dari pelaksanaan alih media yang harus menjaga keutuhan dari arsip. Jika
ada halaman yang tidak dilakukan alih media, tentu menimbulkan perbedaan
pada dokumen kertas dengan dokumen digital hasil digitalisasi.

. Untuk calon peneliti yang tertarik untuk membahas pelaksanaan pendaftaran
tanah secara elektronik, perlu mengkaji lebih dalam terkait dengan realisasi
pelaksanaan pendaftaran elektronik. Selain itu, penulis belum berhasil
mendapatkan informasi melalui wawancara dengan beberapa lembaga terkait
seperti BsrE, Kominfo, dan Pengadilan Negeri. Harapannya, calon peneliti dapat
melakukan wawancara lebih mendetail terkait pendaftaran tanah secara
elektronik ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna mengingat kurangnya data primer yang didapatkan,
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